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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan pendapatan wajib pajak
terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Jonggol. Menggunakan
metode kuantitatif dengan pendekatan survei dan analisis regresi linear berganda, data diperoleh melalui penyebaran kuesioner
kepada wajib pajak di wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel independen memiliki pengaruh
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, baik secara parsial maupun simultan. Temuan ini mengindikasikan perlunya
peningkatan intensitas sosialisasi dan penerapan sanksi yang tegas serta pertimbangan aspek kemampuan ekonomi wajib pajak.

Kata kunci: Sosialisasi perpajakan, Sanksi perpajakan, Pendapatan wajib pajak, Kepatuhan pajak, PBB-P2

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of tax socialization, tax sanctions, and taxpayer income on taxpayer compliance in paying Land and
Building Tax (PBB) in Jonggo! District. Using quantitative methods with a survey approach and multiple linear regression analysis, data were
obtained through the distribution of questionnaires to taxpayers in the area. The results indicate that all three independent variables have a significant
influence on taxpayer compliance, both partially and simultaneonsly. This finding indicates the need to increase the intensity of socialization and the
application of strict sanctions, as well as consideration of taxpayers' economic capabilities.

Reywords: Tax socialization, Tax sanctions, Taxpayer income, Tax compliance, PBB-P2
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PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, pengelolaan pajak menjadi prioritas bagi
pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Keberhasilan pemerintah dalam upaya
mensosialisasikan arti penting pajak menjadi solusi untuk melakukan pengelolaan dan pembangunan
nasional.

Dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan, Pemerintah Daerah membutuhkan dana
dalam jumlah yang tidak sedikit untuk mengelola dan melaksanakan urusan daerahnya. Dana tersebut
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berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan kelompok lain pendapatan daerah yang dianggap
sah. Pendapatan asli daerah meliputi pendapatan yang bersumber dari kelompok pajak daerah, retribusi
daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lainnya yang dianggap sah.

Terdapat dua jenis pajak yang dialihkan kewenangannya dari pusat ke daerah berdasarkan Undang-
Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan
daerah Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Pengalihan kewenangan tersebut merupakan hasil dari pertimbangan berbagai faktor salah satunya kondisi
daerah yang berbeda-beda.

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bogor sebagai pelaksana tugas dan fungsi
penerimaan pendapatan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan daerah Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2),
setiap tahunnya menetapkan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan daerah Perdesaan dan Perkotaan
(PBB-P2). Target penerimaan PBB ditetapkan berdasarkan data yang diterima BAPENDA melalui Surat
Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) atau verifikasi pihak fiskus di lapangan.

Pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara dan daerah. Dalam konteks Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB), tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi tantangan tersendiri, khususnya di wilayah Jonggol,
Kabupaten Bogor. Berdasarkan data UPT Pajak Jonggol, realisasi penerimaan PBB dari tahun 2021-2024
terus mengalami penurunan. Salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan adalah melalui
sosialisasi, pengenaan sanksi, dan evaluasi terhadap kemampuan bayar wajib pajak. Penelitian ini penting

untuk mengidentifikasi faktor dominan yang memengaruhi kepatuhan tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Pendekatan ini
digunakan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan pendapatan wajib
pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah kerja
UPT Pajak Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak PBB-P2 yang terdaftar di UPT Pajak
Kecamatan Jonggol. Karena jumlah populasi yang besar dan tidak diketahui secara pasti, teknik purposive
sampling digunakan untuk mengambil sampel berdasarkan kriteria tertentu, yaitu wajib pajak yang telah
menerima SPPT dan pernah melakukan pembayaran PBB minimal satu kali dalam tiga tahun terakhir.
Jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan sebanyak 100 responden.

Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada responden secara langsung.

Kuesioner disusun berdasarkan indikator-indikator dari masing-masing variabel. Skala pengukuran yang

digunakan adalah skala Likert 5 poin, mulai dari 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju). Sebelum
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digunakan, kuesioner diuji validitas dan reliabilitas untuk memastikan bahwa instrumen tersebut layak
digunakan dalam penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan software
SPSS. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel
independen terhadap variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan.

Adapun model persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Y=0+B1X1+B2X2+83X3+¢

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X1 = Sosialisasi Perpajakan

X2 = Sanksi Perpajakan

X3 = Pendapatan Wajib Pajak

o = Konstanta

31,82,83 = Koefisien regresi masing-masing variabel
e = Error (residual)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan
pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) di UPT Pajak Kecamatan Jonggol. Berdasarkan data yang diperoleh melalui kuesioner dan
dianalisis secara kuantitatif dengan bantuan SPSS, berikut adalah pemaparan hasil dan pembahasannya:
Hasil Penelitian

1. Hasil Rekapitulasi Sosialisasi Perpajakan (X1)

No Indikator Rata- rata| Kriteria Interprestasi
Cukup Responden memberikan penilaian cukup baik,
1 Tata cara Sosialisasi 3,32 Baik Responden merasa tidak semua masyarakaf]
yang mendapatkan Tata cara Sosialisasi
Baik [Responden  memberikan  penilaian  baik,
2 Frekuensi Sosialisai 3,76 Masyarakat sudah merasa Frekuensi Sosialisai
Kejelasan Sosialisasi Pajak Baik Responden memberikan penilaian baik,
3 3,61 Masyarakat sudah merasa Kejelasan Sosialisasi
Pajak
Pengetahuan perpajakan Baik [Responden memberikan  penilaian  baik,
4 4,09 Masyarakat  sudah  merasa  Pengetahuan|
erpajakan
Baik |[Rata- rata penilaian Responden terhadap
Rata-rata Penilaian Variabel Sosialisasi Perpajakan seperti indikator tata cara
Sosialisasi Perpajakan 3,69 sosialisasi  Frekuensi Sosialisasi  Kejelasan
Sosialisasi  Pajak  Pengetahuan perpajakan
ernyataan yang diberikan kriteria baik
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tanggapan Responden untuk variabel Sosialisasi Perpajakan yaitu sebesar 3,69 yang termasuk
kedalam interpresatsi Baik hal ini menunjukan bahwa mayoritas masyarakat sudah merasa
tersosialisasikan. Kemudian jawaban responden untuk variabel sosialisasi perpajakan, memiliki skor
tertinggi sebesar 4,09 yaitu pada indikator pengetahuan perpajakan hal ini menunjukan bahwa masyarakat
selalu mengikuti terkait informasi terkini pajak bumi dan bangunan yang ada sekitar kecamatan jonggol

Adapun skor terendah sebesar 3,32 yaitu pada indikator tata cara sosialisasi Hal ini menunjukan
bahwa responden merasa tata cara sosialisasi atas apa yang sudah di kerjakan tidak sebanding dengan
pekerjaan yang di tetapkan, seharusnya dapat memperhitungkan sesuai pekerjaan dan sebanding dengan
tata cara sosilisasi agar masarakat dapat menyerap informasi yang baik sehingga tercapainya suatu tujuan
instanst.

2. Hasil Rekapitulasi Sanksi Perpajakan (X2)

No [Indikator Rata- rata [Kriteria Interprestasi
Responden memberikan penilaian  baik,
1 Paham kalau pajak diatur3,96 Baik Responden Paham kalau pajak diatun
Undang-Undang dan| Undang-Undang dan adanya sanksi PBB
adanya sanksi PBB Upah Upah
Baik Responden memberikan penilaian  baik,
2 Pemberian  sanksi  atas3,92 Masyarakat sudah merasa Pemberian sanksi
keterlambatan dan| atas keterlambatan dan pelanggaran lain|
pelanggaran lain| Pengawas Frekuensi Sosialisai
Pengawas
Sanksi administrasi yang] Baik Responden memberikan penilaian  baik,
3 harus ditanggung karena3,77 Masyarakat sudah merasa Sanksi administrasi
pelanggaran ringan yang harus ditanggung karena pelanggaran|
ringan Kejelasan Sosialisasi Pajak
Sanksi pidana karena telah| Responden memberikan penilaian  baik,
4 melakukann  perbuatan3,99 Baik Masyarakat sudah merasa Sanksi pidana)
menyimpang karena  telah  melakukann  perbuatan|
menyimpang
5 Sanksi yang diterapkan| Responden memberikan penilaian  baik,)
sudah membantu untuki4,05 Baik Masyarakat sudah merasa Sanksi yang
sikap disiplin wajib pajak diterapkan sudah membantu untuk sikap
disiplin wajib pajak
Rata- rata penilaian Responden terhadap
Rata-rata Penilaian Variabel Sanksi Perpajakan seperti indikator Paham
Sanksi Perpajakan 3,93 Baik kalau pajak diatur Undang-Undang dan|

adanya sanksi PBB Upah Pemberian sanksi
atas keterlambatan dan pelanggaran lain|
Pengawas Sanksi administrasi yang harus
ditanggung karena pelanggaran ringan Sanksi
pidana karena telah melakukann perbuatan|
menyimpang Sanksi yang diterapkan sudah|
membantu untuk sikap disiplin  wajib

ajak.pernyataan yang diberikan kriteria baik

Tanggapan Responden untuk variabel Sanksi Perpajakan yaitu sebesar 3,93 yang termasuk kedalam
interpresatsi Baik hal ini menunjukan bahwa mayoritas masyarakat sudah merasa tersosialisasikan.
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Kemudian jawaban responden untuk variabel Sanksi Perpajakan, memiliki skor tertinggi sebesar 4,05
yaitu pada indikator Sanksi yang diterapkan sudah membantu untuk sikap disiplin wajib pajak hal ini
menunjukan bahwa masyarakat selalu merasa Sanksi yang diterapkan sudah membantu untuk sikap
disiplin wajib pajak

Adapun skor terendah sebesar 3,77 yaitu pada indikator Sanksi administrasi yang harus ditanggung
karena pelanggaran ringan Hal ini menunjukan bahwa responden merasa perlu ditingkatkan kembali
terkait pemahaman dan massif dan disiplin seharusnya dapat memperhitungkan sesuai pekerjaan dan
sebanding dengan tata cara sosilisasi agar masarakat dapat menyerap informasi yang baik sehingga
tercapainya suatu tujuan instanst.

3. Hasil Rekapitulasi Pendapatan Wajib Pajak (X3)

No Indikator Rata- | Kriteria Interprestasi
rata
Responden memberikan penilaian baik, Responden
1 |Pendapatan wajib, 3,91 . Paham kalau Pendapatan wajib pajak dari pekerjaan|
. . . Baik
pajak dari pekerjaan) pokok
okok

Baik  [Responden memberikan penilaian baik, Masyarakat
2 [Pendapatan wajib| 3,55 sudah merasa Pendapatan wajib pajak dari pekerjaan
ajak dari pekerjaan

Pendapatan wajib Cukup Responden memberikan penilaian cukup,
3 | pajak berupa barang-| 3,35 Masyarakat cukup merasa Pendapatan wajib pajak
barang hasil bumi berupa barang-barang hasil bumi
Kemampuan Responden memberikan penilaian baik, Masyarakat
4 |membayarkan  pajakl 3,76 Baik  sudah merasa Kemampuan membayarkan pajak
dengan pendapatan dengan pendapatan
5 |Besar kecilnya Responden memberikan penilaian baik, Masyarakat
pendapatan untuk 4,89 Baik  sudah merasa Besar kecilnya pendapatan untuk pajak
ajak dan kebutuhan dan kebutuhan
Rata- rata penilaian Responden terhadap Pendapatan
Rata-rata Penilaian Wajib Pajak seperti indikator Pendapatan wajib pajak
Variabel Pendapatan 3,69 Baik  |dari pekerjaan pokok, Pendapatan wajib pajak dari
Wajib Pajak pekerjaan,Pendapatan wajib pajak berupa barang-

barang hasil bumi, Kemampuan membayarkan pajak
dengan pendapatan, Besar kecilnya pendapatan untuk
pajak dan kebutuhan pernyataan yang diberikan
kriteria baik

Tanggapan responden untuk variabel Pendapatan Wajib Pajak yaitu sebesar 3,69 yang termasuk

kedalam interpresatsi Baik hal ini menunjukan bahwa mayoritas masyarakat sudah merasa
tersosialisasikan. Kemudian jawaban responden untuk variabel Pendapatan Wajib Pajak, memiliki skor
tertinggi sebesar 3,91 yaitu pada indikator Pendapatan wajib pajak dari pekerjaan pokok hal ini
menunjukan bahwa masyarakat selalu merasa Pendapatan wajib pajak dari pekerjaan pokok

Adapun skor terendah sebesar 3,35 yaitu pada indikator Pendapatan wajib pajak berupa barang-
barang hasil bumi Hal ini menunjukan bahwa responden merasa perlu ditingkatkan kembali terkait

Pendapatan wajib pajak berupa barang-barang hasil bumi
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4. Hasil Rekapitulasi Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Wajib Pajak

b

No Indikator Rata- | Kriteria Interprestasi
rata
Melakukan Responden memberikan penilaian baik, Responden
1 |pembayaran  pajak| 3,89 Baik Paham kalau Melakukan pembayaran pajak dan lapor|
dan lapor SPT tepat SPT tepat waktu
waktu
Membayar pajak] Baik  [Responden memberikan penilaian baik, Masyarakat]
2 sebagai bentuk patuhl 3,96 sudah merasa Membayar pajak sebagai bentuk patuh
dan sukarela dan sukarela mengikuti peraturan pemerintah
mengikuti peraturan
emerintah
Wajib pajak Baik | Responden memberikan penilaian Baik, Masyarakat
3 memberikan 3,83 paham Wajib pajak memberikan informasi yang baik
informasi yang baik dan benar terkait PBB
dan benar terkait
PBB
Wajib  pajak  tidak Responden memberikan penilaian baik, Masyarakat]
4 pernah menerima 3,91 Baik  |sudah merasa Wajib pajak tidak pernah menerima
surat teguran karena surat teguran karena kelalaiannya
kelalaiannya
5 |Wajib pajak patuh Responden memberikan penilaian baik, Masyarakat]
membayar dan| 3,89 Baik  |sudah merasa Wajib pajak patuh membayar dan
melaksanakan Sanksi melaksanakan Sanksi Perpajakan atas pelanggarannya
Perpajakan atas
elanggarannya
Rata- rata penilaian Responden terhadap Kepatuhan|
Rata-rata Penilaian 'Wajib Pajak seperti indikator Melakukan pembayaran|
Variabel Kepatuhan 3,89 Baik  |pajak dan lapor SPT tepat waktu, Membayar pajak]

secbagai bentuk patuh dan sukarela mengikuti
peraturan pemerintah Wajib pajak memberikan
informasi yang baik dan benar terkait PBB, Wajib
pajak tidak pernah menerima surat teguran karena)
kelalaiannya Wajib pajak patuh membayar dan
melaksanakan Sanksi Perpajakan atas pelanggarannya

ernyataan yang diberikan kriteria baik

tanggapan responden untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak yaitu sebesar 3,89 yang termasuk

kedalam interpresatsi Baik hal ini menunjukan bahwa mayoritas masyarakat sudah merasa paham.

Kemudian jawaban responden untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak, memiliki skor tertinggi sebesar

3,96 yaitu pada indikator Membayar pajak sebagai bentuk patuh dan sukarela mengikuti peraturan

pemerintah hal ini menunjukan bahwa masyarakat selalu merasa Pendapatan wajib pajak dari pekerjaan

pokok

Adapun skor terendah sebesar 3,83 yaitu pada indikator Wajib pajak memberikan informasi yang

baik dan benar terkait PBB Hal ini menunjukan bahwa responden merasa perlu ditingkatkan kembali

terkait Wajib pajak memberikan informasi yang baik dan benar terkait PBB.
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Hasil Regresi Linier Berganda

Analisis menunjukan pengaruh Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak dan Pendapatan Wajib Pajak

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil regresi dari SPPS sebagai berikut:

Coefficientsa
Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients

Model B Std. Error Beta t Sig.

1 (Constant) 9.099 2.254 4.037 .000
Sosialisasi Perpajakan 353 118 301 2.993 .004
Sanksi Perpajakan 258 095 273 2.702 .008
Pendapatan Wajib Pajak 252 091 325 2.766 .007

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis dinyatakan sebagai berikut:

Y = o + BIX1 + B2X2 + 83X3 + €
= 9,099+ 0,353X1 + 0,258X2 + 0,252X3

Penjelasan model persamaan regresi linier di atas dapat diuraikan sebagaiberikut:

Dalam persamaan tersebut koefisien regresi merupakan angka yang menunjukan besarnya pengaruh

masing-masing variabel independent terhadap variabel dependen. Artinya interprestasi dari persamaan

regresi tersebut adalah:

1.

Nilai koefisien konstanta () sebesar 9.099. Hal ini menunjukkan bahwa jika sosialisasi perpajakan
(X1), sanksi perpajakan (X2), dan kepatuhan wajib pajak (X3) akan meningkatkan kepatuhan wajib
pajak (Y) sebesar 9.099

Nilai Koefisien regresi (31) Sosialisasi Perpajakan (X1) = 0,353 bernilai positif, Hal ini dapat diartikan,
bahwa setiap peningkatan sosialisasi perpajakan satu satuan, maka akan meningkatkan kepatuhan
wajib pajak sebesar 0,099 dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Semakin naik sosialisasi

perpajakan, maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak.

. Nilai Koefisien regresi (32) Sanksi Perpajakan (X2) = 0,258 bernilai positif, Hal ini dapat diartikan,

jika variabel independen lainnya tetap konstan, maka setiap 78 peningkatan kepatuhan wajib pajak satu
satuan akan meningkatkan pengetahuan mengenai sanksi pajak sebesar 0,517 satu satuan.
Meningkatnya kepatuhan wajib pajak seiring dengan meningkatnya sanksi pajak.

Nilai Koefisien regresi (83) Pendapatan Wajib Pajak (X3) = 0,252 bernilai positif, Hal ini dapat
diartikan, jika variabel independen lainnya tetap konstan, maka setiap peningkatan kepatuhan wajib

pajak satu satuan akan meningkatkan pengetahuan mengenai kesadaran wajib pajak sebesar 0,309 satu

satuan. Meningkatnya kepatuhan wajib pajak seiring dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak.

Hasil Koefisien Korelasi

Analisis koefisien kolerasi berganda dilakukan untuk mengetahui kekuatan hubungan antara

sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan dan pendapatan wajib pajak secara Bersama-sama terhadap
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kepatuhan wajib pajak. Adapun nilai koefisien kolerasi berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada

tabel tersebut:

Model Summary®
Model R R Square | Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1 8374 .701 .692 2.741

a. Predictors: (Constant), Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pendapatan Wajib Pajak
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Dapat dilihat hubungan antara Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan pendapatan Wajib

Pajak menunjukkan angka korelasi 0,837 yang berarti memiliki pengaruh sangat kuat terhadap kepatuhan
wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan
pendapatan Wajib Pajak maka akan semakin tinggi kepatugan wajib pajak.
Hasil Koefisien Determinasi

Berdasarkan Tabel hasil koefisien korelasi di atas dapat dilihat hubungan antara Sosialisasi
Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan pendapatan Wajib Pajak menunjukkan angka korelasi 0,837 yang
berarti memiliki pengaruh sangat kuat terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa
semakin tinggi Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan pendapatan Wajib Pajak maka akan semakin
tinggi kepatugan wajib pajak.
Hasil uji Parsial t (z-test)

Pedoman pengukuran uji t menurut Imam Ghozali (2018) menyatakan bahwa jika nilai signifikansi
< 0,05 (HO ditolak dan Ha diterima), artinya variabel independen (X) sebagai parsial berpengaruh
terthadap variabel dependen (Y). Berikut hasil output uji t secara parsial menggunakan alat bantu

komputer dengan program SPSS disajikan pada tabel di bawah ini:

Coefficientsa
Unstandardized | Standardized
Coefficients Coefficients

Model B Std. Etror Beta t Sig.

1 |(Constant) 9.099 2.254 4.037 .000
Sosialisasi Perpajakan 353 118 301 2,993 .004
Sanksi Perpajakan .258 .095 273 2.702 .008
Pendapatan Wajib 252 091 325 2.766 .007
Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Pada uji t diketahui bahwa responden sebesar n = 100 dengan tingkat signifikansi 0,050 atau 5%.
Pada tingkat kesalahan ¢ = 0,05 dengan menggunakan uji dua sisi. Berdasarakan pada tabel 4.34. dapat
diuraikan sebagai berikut ini:
1. Nilai signifikan variabel sosialisasi perpajakan (X1) sebesar 0,004<0,05 (HO1 ditolak, Hal diterima)
yang berarti berpengaruh positif secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
2. Nilai signifikan variabel sanksi pajak (X2) sebesar 0,008<0,05 (HO2 ditolak, Ha2 diterima) yang berarti

berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
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3. Nilai signifikan variabel kesadaran wajib pajak (X3) sebesar 0,007<0,05 (HO3 ditolak, Ha3 diterima)
yang berarti berpengaruh positifsignifikan secara parsial terthadap kepatuhan wajib pajak (Y).
Hasil Uji Simultan F (F-test)

Hasil uji F secara simultan dapat diketahui apabila nilai sig.<0,05, maka variabel independen (X)
mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (Y). Dasar pengambilan keputusan
penelitian ini digunakan tingkat signifikan 5 % menurut Ghozali (2018) sebagai berikut:

1. Tingkat signifikan (sig) <0,05 (HO ditolak dan Ha diterima)
2. Tingkat signifikan (sig) >0,05 (HO diterima dan Ha ditolak)
Hasil output uji F dengan alat bantu komputer dengan program SPSS mengenai hubungan secara

simultan disajikan pada tabel di bawah ini:

ANOVA*
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 1689.843 3 563.281 74.985 .000"
Residual 721.147 90 7.512
Total 2410.990 99
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
b. Predictors: (Constant), Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pendapatan Wajib Pajak

Pada uji F diketahui bahwa sampel responden sebesar n=100 dengan tingkat signifikansi 0,05
atau 5%. Pada tingkat kesalahan @=0,05 dengan menggunakan uji dua sisi. Berdasarkan temuan dari
analisis pengujian I diketahui nilai signifikansi sebesar 0,000 <0,05, maka HO4 ditolak dan Ha4
diterima yang artinya model regresi yang dihasilkan cocok dan terdapat nilai yang signifikan. Dengan
kata lain sosialisasi perpajakan (X1), sanksi pajak (X2) dan pendapatan wajib pajak (X3) berpengaruh
signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dalam membayar Pajak Bumi dan
Bangunan
Pembahasan
1. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial (uji-t) variabel sosialisasi perpajakan (X1),
menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak
(Y). Hal ini ditunjukkan pada tabel 4.23. yakni HO1 ditolak dan Hal diterima karena nilai probabilitas
signifikansi sebesar 0,004 < 0,05. Secara statistik menunjukkan bahwa sosialisasi pajak di Kecamatan
Jonggol Kabupaten Bogor berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial (uji-t) variabel sosialisasi
perpajakan (X2), menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan
wajib pajak (Y). Hal ini ditunjukkan pada tabel 4.23. yakni HO1 ditolak dan Hal diterima karena nilai

probabilitas signifikansi sebesar 0,008 < 0,05. Secara statisttk menunjukkan bahwa sanksi pajak di
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Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib
pajak
3. Pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial (uji-t) variabel sosialisasi perpajakan (X3),
menunjukkan bahwa pendapatan wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak
(Y). Hal ini ditunjukkan pada tabel 4.23. yakni HO1 ditolak dan Hal diterima karena nilai probabilitas
signifikansi sebesar 0,007 < 0,05. Secara statistik menunjukkan bahwa sanksi pajak di Kecamatan Jonggol

Kabupaten Bogor berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan pada BAB IV, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan
wajib pajak di Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kepatuhan
menurun jika sosialisasi perpajakan tidak optimal, dan meningkat seiring dengan tingginya sanksi serta
kesadaran wajib pajak. Namun, secara parsial, sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap
kepatuhan, karena masih banyak wajib pajak yang tidak mengikuti penyuluhan atau seminar perpajakan.
Sebaliknya, sanksi perpajakan dan pendapatan wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap
kepatuhan, di mana wajib pajak cenderung membayar tepat waktu untuk menghindari sanksi dan mereka
yang berpenghasilan cukup cenderung patuh karena sadar akan kewajiban sebagai warga negara. Secara
simultan, sosialisasi, sanksi, dan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak,

sebagaimana ditunjukkan melalui uji signifikansi F.
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